LEMBARAN DARRAH

KABUPA'IEN DAERAH TINGKAT 11 REMBANG
NOMOR 13 TAIIUN 1995 SERI D NOMORIO

PERA11.JRAN DAERAH KABUPA'IEN DA.ERA.II TINGKAT Il RFMBANG
NOMOR 9 TAIRJN 1995

IFRI'ANG

PFMBFNIUKAN, ORGANISASI OAN:I'ATAKERJA DINAS LALULINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN OAF.RAH TINGKATII RF.MBA..~G

DENGAN RAIIMATnJHAN  YANG MAHA FSA
BUPATI KEPALA DAERAJ-ITINGKIAT II RF.MBANG

Menimbang a. bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan
pemerintahan dibidang Lalu LintasAngkutanJalan kepada
Daerahlingkat! don Daerahlingkat |l berdasrkanPeraturan
FO9nemtct'| Nanor 22 Tahln 1990mal<a LI1tuk pelakscr,aarly'O
penu segeraditindak lanjuti ;

b. bahwa dengan telah diterbiti<annya Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman
Orgarisasi derl Tatakerja Dinoslalu lintas clan AngkutanJalan
Daerahlingkat! clan Dinas Lalu Lintas don Angkutan Jalan
Daerahlingkatl maka dipandang perlu untukmembentuk
Orgarisasi dan Tatakerja DinosLalulintasdcri AngkutanJalan
Kabupaten Doerahlingkat !l Rembang .

c. bahwa untukrnelal<sc11d<anhurufa donb diatas. pertudiatur
don ditetapkan ke dalam peraturan Daerah Kabupaten
Daemh lingkat Il Rembang.



Mengingat

. Undang-undang Nanor 13 Tah.Jn 1950 tenta~ Pembentukan

Daerah-daerah Kabupatendalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengabh;

Unc:lang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 197 4 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3037) ;

. Peraflran Pemerintcrl Republik Indonesia Nomor 6 Tahu, 1988

tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor
{0, Tambahm lernbaran Negara Rep..Jblk hdonesia Nomor
3373),

Peraturan Pemerintoh Republik Indonesia Nomor 22 lohon
1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan
dalam bicbng Lalu tmos dan .Angkutan Jalan kepcda Daerah
lingkat | dan Daerah Ttngkat Il (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 34120)

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun

1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan
titik berat pada Oaerah lingkat Il (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;

. Keputusan Presiden RepubUk Indonesia Nornor 44 Tahu"l 197 4

tentang Pokok-pokol<Organisasi Departemen

Keputusan Ptesiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahu"l 1984
tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana
diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indo-
nesia Nomor 27 Tahun 1992

. KepJIUSCJ'I Menteii Negara Pendayogunaan ,Aparatur Negara

Nomor 2! Tahun 1990 tentang Pedoman don Proses
Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di
Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat. Perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri don Pemerintah di Daerah

. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan don Menteri

Dalam Negeii Noma 109 Tahu, 1990, Nomor 95 Tahu, 1990
tentang Peld<sanaan Femturrn Permerintct, Noma 22 Tahun



Dengan Persetujuan
Rembang.

Menetapkan

1990 tentang Penyerahan Sebcqoo urusan Pemerintahan
Dalam Bidang Lolulintas don Angkutan Jalm Kepada D::leroh
lingkat | dan Daerah lingkat Il ;

Keputusan Memeri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992
tentang Pedoman Organisasi Dinos Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993
tentang pedoman Organisasi dan Tata kerja Dinos Lou Lintas
don Angkutan Jalan Daerah lingkat | dan Dinos Lau Lintas
don Angkutan Jalan Kabupaten Daerah lingkat I ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daeroh Kabupaten Daerah lingkat |

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I
REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISAS| DAN
TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I REMBANG.

BAB |
KETENTUAN  UMUM

Pasal |

Dalam Keputusan ini yang dimoksud dengan

Daerah adaiah Kabupaten Daerah lingkat IIRembang ;

a.
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat || Rembang ;

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah lingkat I Rembang

d.  Dinos Llalu Llintas don Angkutan Jalan adalah Dinos Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Kabupaten Daerah li[)Qkat I| Rembang ;

e. Kepala Dinos adalah Kepala Dinos Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten
Daerah lingkat | Rembang

. Unit Pelaksana Teknis Dinos adalah unsur pelaksana Teknis Dinos Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yang melaksanakan sebagian tugas di lapangan.



BAB I
PEMBENTUEKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah inidibentuk Dinas Lalu LintasdanAngkutan Jalan.

BAB Il

KEDUDUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

Dinas Lalu Liltos don AngkutonJdan acblcti unsu pelaksana Pemerintcti Daerah
yang dibentu< berdasarkcn perryerctian sebclgian unron pernerintahan d bicbng
Lalu Untas dan Angl<utan Jalan yang diserahlkan kepada Daerah don tugas
pembantuan yang diberi<an oleh Pemerintah don Pemerintah Propinsi Daerah
lingl<at | Jawo Tengah.

Dinos Lalu Lintas don Angl<utan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Dinos yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala

Daerah.

Pasol 4

Dinos Lalu lintos don Angl<utan Jalan mempunyai tugas pokoc menyelenggarakan
sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidong lalu lintas don Angl<utan Jalan
dcJ'l tugas perrbantuan ' ymg dberikai deh Pemerintah don Pemerintah Propinsi Daerah
lingkat | Jawa Tangah.

Pasal 5

lk1tul< menyelenggarakan tugas pokol< tersebut pada Pasal 4 peraturan Daerah Ini
Oinas tOuU Lintasdan Angl<utanjalan mempunyai fungsi -

a

b.

metaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksonaan yang ditetapkan
oleh Gubernur Kepala Daerah lingkat | Jawa Taengah :

melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkon
oleh Menteri Perhubungan
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c. melal<sanal<gpembinaan operasiooal sesuaikebijaksanaanyang
ditetapkanoleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Pertama

Pola don Susunan Organisasi

' Pasal 6

Organisasi Dinos lolu Lintas don AngkutonJalan ditetapkan Pola Mini-
rnd.

Pasal 7

() Susunan Organisasi Dinos Lalu Lintos don Angkutan Jalan terdiri
dari
a. Kepala Dinas ;

SubBagian Tata Usaha ;

SeksiLalu Lintas

SeksiAngkutan |,

Seksi Teknik Saronadan Prasamna ;

Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

Kelompok.Jabatan FIR'gsional ;

@ ™0 oo T

(2)  SubBagian Tata Usaha don Seksi -Seksi sebagaimona dimaksud
ayat (11 Pasalini, masing-masing dipimpin olehseorang Kepala
yang beradadibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinos.

(3)  Bagan Oranisasi Dnas Latu Lintas don Angkutan Jalan seooqorrono
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkandengan PeraturanDaerahini



Bagian Kedua
Kepala Dinos
Pasal 8

Kepala Dinosmemimpin pelaksanaantugas pokok danfungsisebagaimana dimaksud Pasal 4
don 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Posal 9

Sub Bagian TataUsaha mempunyaitugas melakukan koordinasi penyusunan program kerjd,
pengelolaan urursan keuangan. kepegawaian. rumah tangga. perlengkapan, hubungan
masyarakat don surat menyurat. protokolsertapembuatanlaporan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakantugas tersebut pada pasal 9 Peraturan Daerahim, Sub Bagian Tata
Usaha mempunyaifungsi .

a. melaksanakankoordinasipenyusunanprogramkerja, pengumpulan don pengolahandata
serta pelaporan ;

b. melaksanakan pengelolaanurusan keuangan ;

C. nielaksanakan pengelolaanurusankepegawaian. urusanrumah tangga, perlengkopon,
protokol. hubungan masyarakatdon suratmenyurat.

Posa! i

(1)  SubBagian TataUsaha terdiridari :
a. UrusanProgram ;
b. UrusanKeuangan;
c. Urusan Kepegawaiandon Umum ;

(2)  Urusan-uuocnsebagdmarodimaksudayat (1) Faso! ini. masing-masing dpimpin dehseorang
Kepala yang berada di bawah don bertanggung jawab kepada Kepala SubBagian Tata
Usaha.



Pasal 12

Urusan Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan pro-
gram kerja, pengumpulan don pengolahan data serta pembuatan laporan.

UrusanKeuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.
UrusanKepegawaian don Umum mempunyai f1gas melaksanakan pengelolaan
kepegawaian, pengelolaan urusan perlengkapan, suratrrerwuot, hubungan
masyarakat don protokol.

Bagian Keempat

Seksl Lalu Untas

Pasal 13

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan pembinaan rnanajernen don rekayasa
lalu lintas di jalan Kabupaten, dijalan Propinsi don Nasional yang berada di Ibukota
Kabupaten serta bimbingan keselamatan dal penertiban di bldang lalu lintas analisis
daerah rowen kecelakaan lalulintas dan penyusunan program penanggulangan
kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Posal 13 Peraturan Daerah ini. Seksi
Lalu Untas rnernpurwcs tungsi

o

menyiapkan perencanaan. pengatuan. pengawasan don pengendalian lalu
lintas di [o'on Kabupaten, jalan Propins] don jalan Nasional di Ibukota
Kabupaten

menyiapkan perencanaan kebutuhan. pengadaan, penempatan don
pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan don alat pefT\beri isyarat lalu
lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional di Ibukota
Kabupaten

rnenyiapkan pemberian bimbingan keselamatan don penertiban di bidang lalu
lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan
peraturan perU'ldang-undangan yang berlaku.



Pasal 15

(1) Seksi Latu Lintasterdiri daci

a Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas
b. Sub Seksi Rekayasa Latu Lintas :
c. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban,

(2)  Sub Seksi-SubSeksi sebagaimana dimaksud ayat (l) Pasal ini. masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepaa yang berada dibowah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Seksi Latu Untas.

Pasal 16

() Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyot tugas menyiapkan perencanaan
don Pengaturan Latu Lintas dijOJan Kooupaten, jalan Ptopinsi dan jalan Nasional
di Ibukota Kabupaten.

(2) Sub Seksi Rekayasa Lalu Untas mempunyai tugas rnerwiopkcn perencanaan
kebutuhm. pengadaan. penempatan don pemeliharaan rambu-rambu lalu
lintas. marka jalon dan dat pemberi isyarat talu lintas dfjalan Kabupaten. jalan
Propinst dan jalon Nasional dilbli<ota kabupaten.

(3).  Sub Seksi Bimbingcn keselamatm dan Ketertiban rnempun'yti tugas merly'iapkan
pemberirn bimbingan keselornatan dan penertiban di biaang lalu lintas, analisis
daerah rawan kecelokoon lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang bencsu.

Bagian Kelima
Seksi  Angkutan
Pasal |7
Seksi Angkutan mempunyai tugas rnenviopkcn pembinaan menojemen angkutan

orang, angkutan barang clan angkutan khususyang seluruhnya berada di dalam
Daerah Rembang berdasakan peroturan perundang undangan yang berlaku



Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Posal |7 Peraturan Daerah ini, Seksi
Angkutan mempunyai fungsi -

a.

menyiapkan pemberian bimbingan ijin pengangkutan orang don pengawasan
penyetenggaraan pengangkutan orang ;

menyiapkan pemberian bimbingan. ijin pengangkutan barang don pengawasan
pengangkutan barang ;

rnerwiopkon pemberian bimbingan. jin pengangkutan orang don atau barang
tertentu yang bersifat khusus

Pasal 19

Seksi Angkutan terdiri dari

a. Sub Seksi Angkutan Orang
b. Sub Seksi Angkutan Barang
c Sub Seksi Angkutan Khusus.

Sub Seka-Sub Seksi sebaga:mana dimaksud ayat (l) Pasal ini. masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Seksi Angkutan.

Pasal 20

Sub Seksi AngkutanOrang mempunyatugas menyiapkanpemberianbimbingan,
jin pengangkutan orang dan pengawasanpenyelenggaraaanpengangkutan
oronq di dalam Daerah.

SubSeksiAngkutan Barang mempunyaitugas menyiapkanpemberianbimbingan.
jin pengangkutm barang don pengawasanpengangkutanbarangsesuaidengan
ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Sub SeksiAngkutanKhususmempunyaiugas menyiapkanpemberianbimbingan.
jin pengangkutan orang don atau barang tertentuyang bersifat khusus sesuai
denganketentuan petaturanperundang-undanganyang berlaku.



Bagian  Keenom
Seksi Teknik Sarana dan Prasarana

Pasal 2

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan
Inventarisasi. peni:)inoon perbengkelan umum. penataan jjin pendrian bengke! umum,
penunjukan, pengelolaan, pemelharaan, pengembangan terminal halte. tempat
penyeberangan dengan jembatan penyeberangan don perparkiran.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 2| Peraturan Daerah ini. Seksi
Teknk Sarona dan Prasarana mempunyai fungsi :

a.

menyiapkan bahan bimbingan, perijinan bengkel umum serta pengaturan dan
pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum ;

menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi. pernbangunan. pengembangan,
pengelolaan. pemellharaan fisik don pengendalian ketertiban terrnincl. halte
don tempat parkir serta jembatan perweberonqon.

Pasal 23

Seksi Teknik Sarona dan Prasarana terdii dari :
a Sub Seksi Kendaraan don Perbengkelan .
b. Sub Seksi Terminal

C. Sub Seksi Perparkiran

Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (I | Pasal ini. masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala yang berodc di bawah don bertanggung jawab
kepada Kepala Seksi Teknk Sarona don Prasarana

Pasal 24
Sub seksi Kendaraan dan Perbengkelon rnernpunvol tugas menyiapkan bahan

bimbingan. perjnan bengkel umum serto pengaturan pengendalian susunan
alattambahan pada kendaraan penurnpang umum.
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Sub seksi Terminal mempunyaitugas menyiapkan perencanaan penunjukan
lokasi, Fembangunan. pengembangan,pengelolaan, Pemeliharaarfisk serta
pengendalianketertibanterminaldan halte. -

Sub Seksi Perparl<iranrnempunyai lugas menyiapkarperencanaan penunjukan
Ici<asi,pembcngL.nan pergerrbanganpergelolarnpemeliharaanfisktempat
perkirdanjembatan penyeberanganserta pengendalian ketertiban.

Bagian. Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinos

Pasal 25

UnitFelakscnaleknis DinosooalahunsurpelaksanateknisDinosymg mempmyai
tugas melaksanakansebagaian tugas Dinosdibidang terminaldan perporkiron.

Unit Peloksono Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UnitFelaksanaTeknis Dinos
yang berada dioowoh don bertanggungjawab kepada Kepala Dinos.

Pasal 26

Unit Felaksana Teknis Dinos dapat dibentuksetelah memenuhiKriteriatertentuyang
ditetapkan deh Menteridalam Negeri,

Bagian Kedelapan

Kelompok Jobotcn Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsionalmempunyaitugas melaksanakankegiatan teknislalu
lintasdan MgkutandJalan sesuaibidang keahlian masing-masing.
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Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri darl sejumlah tenaga dalam jenjang

jabatan fungsionalyang dipimpin deh seorang tenaga fungsional Senior selaku
KetuaKe!O!Tp()kyang bercx::ladibawcil dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinosdon atauKepala Unit PelaksanaTeknisDinosyang bersangkutan.

Kelompok Jabatan Fungsionoldopat dioogi atasKelompok donSub Kelompok
sesuai dengankebutuhan.

Jumlah Jabatan Fungsionalditentukanberdasarkansifat, jenis don beban kerja.

Pembinoanterhadap Tenaga Fungsinoldilaksanakansesuaidengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya Dinos lalu Lintas don Angkutan Jalan , Unit

PelaksanaTeknisDinos KelornpokJabatan Fungsionalwajb menyelenggarakan
koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan mas!ng-masing

maupunantarSatuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing

dalam melaksanakan tugasnya Dinos tclu lintas don Angkutan jalan wajib
menyelenggmakankoordinasi secara fungsionaldengan carayang sebaik-
baiknya.

Pasal 30

Kepala Dinos melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Kepala Dinosberkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing
don mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu serta pelaksanaan yang
bercoodalam lingkungan tugasnya.



Pasal 3t
Jenjang Jabatan don kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
Pasal 32

Pejabat-pejabat yang memimpin satuan organisasi ketatausahaan di Dinos Lalu-Lintas
don Angkutan jalan sehar-hari disebut Sekretaris.
BAB VI
KETENTUAN  PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mutai be~alu pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan menempati<annya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Doerdh Tingkat Il Rembang

Ditetapkam di Re mbang
pada tanggal 27 Pebruari 1995

DEWAN Pf.RWAKILAN  RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I REMBANG
TINGKAT Il REMBANG
KETUA

SOEGENG SARWONO Ors. H WACHIDI RIJONO
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DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
lingkat |Jawa Tengah.
tanggal 28 Agustus 1995 Nomor. |88-3/268/1995
An. SEKRETARIS ~ WILAYAH DAERAH  TINGKAT |
JAWA TENGAH
Pi. Kepala Biro Hokum

SUTJI ASTOTO, SH
PENATA TINGKAT |
NIP. 010 088 157

Diundangkan dalom Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat Il Rembang

Nomor 13 Tohun 1995 Seri D Nomor 10
Pada 1anggal | September 1995

Sekretaris Wilayah/Daerah
Drs. H SOEDARMO

PEMBINA TINGKAT |
NIP. 010 041 842



